
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah·Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 

2. Undang·Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang·l:lndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 

Q Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

5. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NO<nor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagalmana telah diubah beberapa kaa terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenta!1g Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

a. bahwa dalam rangka metaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) 
Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2002 tantang Penyiaran dan Pasal 7 
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publil<, perlu dibentuk 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerlntah Kabupaten Bel<asi; 

b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
Penyelenggaraan 1.embaga Penyiaran P\Jblik Lokal Radio dan Televisi 
Pemerintah Kabupaten Bekasi, saat ini masih dalam proses pembahasan, 
maka untuk tetap berjalannya pelayanan terhadap masvarakat, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupaci Bekasi tentang Penyelenggaraan Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal ( LPPL ) Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten 
6ekasi. 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

TENT ANG 

PENYElENGGARAAN LEMBAGA PENYlARAN PUBUK LOML 
(LPPL) RADIO DAN TELEVISI PEMERINTAH KASUPATEN BEKASI 

NOMOR 16 TAHUN 2014 

PERATURAN BUPATl BEKASI 

- 
Mehgingat 

Menimbang 



BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA 
LOKAL RADIO DAN TELEVISI PEMERlNTAH 

PERATURAN BUPATI 
PENYIARAN PUBUK 
KABUPATEN BEKASI. 

MEMUTUSKAN : 

6. Undang-Undang ~ 12 Tah,n 20: 1 tenta<ig Pemt,entukan Peraturan 
Pel'l.lndang-Undanga~ (ternberen Nesara Repubf.i< Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan 
Peny,aran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Reput,llk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4485); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 
tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Repub~k Inc!ooesia 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) ; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10.Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provlnsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOll'lOr 82 

' Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 28/P/M/.KOMINFO 
/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, 
Penyelenggaraan Pemerintahan; 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahcn 2005 
tentang Pedoman dan Perizinan Lembaga Penyiaran Ptiblik L<>,<al; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sekasi ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 ); 

15.Peraturan Daerah Kabuparen Bekas, Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kah <frubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah ( ternoeren oaerah Kabupaten 6eKo5i 
Tahun 2012 Nomor 8 ). 

Menetapkan 

- 



(1) Lembaga Penylaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk 
Jasa penyiaran radio dan televisl berbentuk Sadan Hukum. 

Pasal 2 

BAB II 
BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYJARAN 

Dalam Peraturan Supati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemenntah K.ibupaten Bekas.. 
3. Bupatl adalah Bupati Bekasi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bel<asi. 
s. Lembaga Penyiaran Publlk Lokal adalah lembaga Penyiaran Publik lokal 

Radio dan Lembaga Penyiaran Pub6k Lokal Televisi Pemerintah 
Kabupaten yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pernerin!ah 
Daerah, bersifat lndependen, netral, tidak komersial, dan berfungsi 
memberikan layanan unruk kepentingan masydrakat. 

6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik LokaJ (LPPL) 
Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berfungs; mewakili 
masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publlk yang 
menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga 
penyiaran publik lokal. 

7. Dewan Direksf adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Pubtik Lokal 
(LPPL) Radio dan Televisi Pemerfntah Kabupaten Bekasi yang berwenang 
dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik. 

8. Stasiun Penyiaran adalah Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 
Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasl yang 
menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal. 

9. Slaran, penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, Siaran iklan adalah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran. 

10. Juran- Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat 
kepada daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat umuk menc!anai 
penyiaran publfk yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik 
kepada masyarakat. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 



Pasal6 
(1) Lembaga Penylaran Publik Lokal Radio dan TeleviSi Pemerintah 

Kabupaten Beksasi, baik secara kelembagaan maupun dalam 
penyelenggaraan penyiarannya, berslfat independen, netral dan tic!ak 
komersial, • -- 

BAB IV 
S!FAT OAN TUJUAN 

Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Lembaga Penviaran Publik Lokal Racfoo dan Televisi Pemerisitah Kabupaten 
Bekasi menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang 
penyelenggaraan penylaran lokal; 

b. Pelaksanaan dan pengendalran keglatan penyelenggaraan penyiaran 
lokaJ; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan administraSi serta sumber daya Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal. 

- 

Pasal 4 

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten 
Bekasi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok 
memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang senat, kontrol 
dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepeotmgan 
seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio maupun 
televisi yang menjangkau seluruh w:fayah Kabupaten Bekasi. 

(2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Oaerah. 

Pasal 3 

(l) Lembaga Penyiaran Pubr.k Lokal Radio dan TeleviSi Pemerintah 
Kabupaten Bekasi sebagaimana domaksud dalam Pasal 2 merupakan 
lembaga penyiaran publik fokal yang bersifat netral <Ian tidal< 
komerslal. 

BAB 111 
KEOUOUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Lembaga Penytaran P\Jl;Jf,k Lol<al RadiO dan Televisi Sebagalmana 
dima'<sud pad a ayat ( 1) bernama tembaga Penylaran Publik lokal 
Radio Kabupaten Bekasi dan Lembaga Penyiara, Publik Lokal Televisi 
Pemerintah Kab\Jpaten Bekasl. 

(2} 



Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh 
sekretanat yang secara admlnistratif berada di bawah Dewan Direksi. 

Sekretadal, sebagaimana dimaksud pada ayat {3) diatur leblh lanjut 
dengan Peraturan Bupati., 

(3) 

J 

Pasal 6 
( 1} Anggota Dewan Peng a was berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya 

ditetapkan menjadl Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan 
hasil rapat anggota Dewan Pengawas. 

(2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan 
praktiSi penyiaei..,. 

Bagian Kedua 
Dewan Pengawas 

-- 

Pasal 7 

(l} Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan 
Televlsi Pemerintah Kabupaten Bekasi terdiri dari : 
a. Dewan Pengawas; 
b. Dewan Direksi; 
c. Stasiun Penylaran. 

(2) Bagan susunan organisasl Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan 
Televisi Kabupaten Pemerintah Bekasi sebagalmana dimaksud dafam 
avat (1), tercantum pada Lampiran Peraruran Bvpati ini. 

BABV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Sagian Pertama 
Svsunan Organisasi 

(3) Lembaga Penyiaran P\Jblik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah 
Kabupaten Bekasl berfungsi sebagai IT1€dla lnformasi, pe<ldidikan, 
hiburan, kontrol dan oerekat social serta pelestari budaya masyarakat 
Kabupaten Bekasi dengan senantiasa berorientasl kepada 
kepentlngan seluruh masyarakat. 

( 4) Lembaga Penylaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah 
Kabupaten Bekasi dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk 
kepentlngan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa 
keikutsertaan didalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang·undangan yang ber1aku. 

(2) Lembaga Pe,,yicran Pub<ik Lol(al RadiO dan Televisa Pemerfntah 
Kabupaten Bekas,, bertuJuan =nyajikan program siaran yang 
mencorong ter.vujudnya stkap mental masyarakat yang beriman dan 
bertakwa, cerdas, memperl<okoh integrasi nasiOnat dalam rangka 
membangun masyarakat mandiri, demokratis, adll dan sejahtera, 
serta menjaga citra posltif bangsa. 



Pasal 11 
(1) Dewan Direksi mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan kebijakan yang dltetapkan oten De,.•,an Pengawas 
yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebi)<lkan 
penviaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan 
pengembangan kelembagaan dan sumber daya; 

b. Memimpin dan mengelola lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai 
dengan tujuan dan senantlasa berusaha meningkatkan daya guna 
dan hasil guna; 

c. Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional 
penyfaran; 

d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

e. Menyiapkan laporan berxala dan taporan tahunan; 
f. Membuat laporan keuangan sesuai der,gan ketemuan peraturan 

perundang·undangan; 
g. Mewaklli lembaga di dalam dan di tuar pengadJlan; 
h. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wllayah 

Kabupaten 6ekasl maupun di luar wilayah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 10 

(l) Anogota Dewan Direksi becjurnlah paling banyak 3 (tiga) orang, yang 
terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagaJ penanggung 
jawab umum dan paling banyak 2 (dua) orang Oirektur yang masing· 
masing memimpin divisi atau bagian. 

(2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berasal dari Pegawai Negerl SipiJ dan bukan Pegawai Negeri Sip,1 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Dewan Direksi 

Dewan Pengawas mempunya, tugas: 
a. Menetapkan kebi)akan urnum, reocaoa induk, kebi)<lkan penyraran, 

rencana dan anggaran cahunan, kebijakan pengembangan 
kelembagaan dan sumber daya, serta _me~ petaksanaan 
kebljakan tersebut sesuai dengan arah can tujuan peny,aran; . 

b. Mengavvasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitaS 
siaran: 

c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon 
anggota Dewan Direksl; 

d. Mengusulkan penqanqkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada 
Bupati; 

e. Mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur 
utama kepada Bupati; 

t. Menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi; 
g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 



Bagian Pertama 
Pengangkatan dan Pemberhentlan 

Pasal 15 
(l) Dewan Pengawas dltetaokan oleh Bupati atas usul DPRD, seterah 

melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka etas masukan 
dari Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 

(2) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat 
dipilih kemball hanya untuk l {satu) kali masa kerja beril<utnya. 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

- 

Pasal 14 

Rindan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Staslun Penytaran 
Lembaga Penyiaran Publlk Lokal Radio dan Televtsl ditetapkan lebi'll lanjut 
dengan Peraturan Bupatt, 

Pasal 13 
Stasiun Penyiaran mempur.yai tugas melaf<sanakan penyelenggaraan 
penyiaran radio maupun televisi lokal sesuai dengan kebijakan umum 
ataupun khusus yang ditetapkan o!eh Dewan Direksi. 

Pasal 12 

(1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran Radio 
maupun televisi lokal yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten Bekas,. 

(2) Stasiun Penylaran Lembaga Penyiaran PutJik l.okal Radio dan Televisi 
hanya menyelenggarakan siaran lokal. 

Bagian Keempat 
Stasfun Peny,aran 

(3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana induk berdasarkan 
kepada ketentuan peraturan perundang·u!ldangan yang berlaku. 

(4) Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi 
Pemenntah Kabupaten Bekasi yang telah disetujui o!eh Dewan 
Pengawas disampaikan kepada Bupati paling Jambat 60 (enam puluh) 
hari sebelum rencana lnduk berlaku efektif. 

(21 Rencana !nit~, seoagaimana a rnal<sud pa:da ayat (!) huruf a paling 
seoikJt memuet • 
a Evaluasi re.Y-ana mduk yang tela.a ozetapkan; 
b. Pos[sl Lembaga Peny,aran Pub§k Lokal Radio dan Tetevisi 

Pemenntah Kabupaten Be~asi; dan 
c. Penetapan sasaran, strateqi, kebija'<an dan program keria rencana 

jangka panjang beserta keterkaitan antar vnsur tersebut. 



I 8 
{l) An ota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis 

masa ·aba 
a. eninggal dunia; 
b. Mengundurkan diri; 
c. 11dak melaksanakan tugasnya dengan baik; 
d. iidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang 

berfaku; 
e. Terfibat dalam tmdakan yang merugikan Lembaga Penyiaran 

Publik; 
t. Oipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
g. 1idak lagi memenuhi persyaratan seb;;-ga,mana dimaksud dalam 

Pasal 16. 

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan 
diberl kesempatan membela diri. 

(3) ~embelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
secara tertulis dalam jangka wakb.J 1 (satu) bulan terhitung sejak 
anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara 
tertulis tentang rencana pembernentlan tersebut. 

(4) Selama rencana pemberhentian sebagalmana dimaksud pada 
ayat {3) masih dalarn proses, anggota dewan pengawas yang 
bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. 

(5) Jlka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhltung sejak tanggal 
penyampaian pembelaan dlri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), DPRO tidak mernberikan rekomendasf pemberhentian 
kepada Bupatl, maka rencana pemberhentian tersebut batal. 

(6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan 
dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati. 

- 

Pasal~ 
Pe,syararan unruk dapat (f,ang , enjadi anggota !>ev.'an Pengawas • 
'adaiah warga negara Indonesia yang : 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Setia kepada Pancaslla dan Undang-Undang oasar 1945; 
c. Sehat jasmani dan rohanl; 
d. Berwibawa, Jujur, adil, dan berke!akuan baik; 
e. Berpendidika.n sarjana atau memiliki kompetensl lnteiektuaJ )'Zing 

setara; 
t. Mempunyai integrltas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan 

publilk; 
g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau «eahlian serta 

pengalaman di bldang penyiaran; .. 
h. 11dak terkait langsung mauoun tidak langsung dengan ke!)QrrnhlGln dan 

kepengurusan lembaga penylaran lainnya; 
i. Nonpartisan. 



(2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan S {lima) tahun 
dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (saru) kafi masa Jabatan 
berikutnya. 

{3} Anggota Dewan DJCeksi berhenti apabila : 
a. Meninggal dunia; 
b. Mengundur1<an diri; 
c. Berhalangan tetap. 

(4) Anggota Dewan OirekSi dapat diberhentikan sebelum habis rnasa 
jabatannya apablla : 
a. T!dak meJakSanakan ketentuan perundang·undangan yang 

berteku: 
b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Peny,aran 

Pubfik; 
c. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasari<an putvsa>n 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksua dalam 

Pasal 18. 

(S) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud 
ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan 
membefa diri. 

(6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5} dilakukan 
secara tertulis daiam jangka waktu l (satu) bulan terhitung sejak 
anggota Dewan DirekSi yang bersangkutan diben1ahu secara tertulis 
tentang rencana pembernenuan tersebut. 

- 

Pasal 20 
diangkat dan diberhentikan oJeh Dewan ~ 

( 1) Anggota Dewan Direksi 
'Pengawas. 

- 
Pasal 1y 

(1) Tata cara oemmhan Dewan Direksl ditentukan oleh Dewan pengawas. , 
(2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat kepvtusan Dewan 

Pengawas. 

Per'S)'=ratan umuk aapa: d•anaaai anggora Dewan Oireksi aclalah 
,-..arga neqara Indonesia yang : ~ 

a. Sertaqwa kepaca Tuhan Yang Maha Esa; 
b. seua kepada Pancasila dan Unoang·Undang oasar 1945; 
e. Sehat jasmani dan ronant; 
d. Berwlbawa, Juju,, adll, dan ber1<elakuan balk; 
e. Berpendldikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang 

setara; 
f. Mempunyai integritas dan dedlkasl yang tinggl demi kepentingan 

publllk; 
9. Memilikf kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta 

pengataman di bidang penyiaran minimal 5 (tlma) tahun; 
h. Tidak ter1<alt langsung maupun tidak langsung dengan kepemifikan dan 

kepengurusan lembaga penyiaran lainnya; 
i. Tidak memlllkl Jabatan lain; 
j. Nonpartisan. 



( 1} Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kofegial melalui 
Sidang Dewan Pengawas. 

(2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara fonnal ditetapkan oleh Ketua Qe-,van Pengawas. 

Pasal 22 

BAB Vil 
TATA KERJA 

Pasal 21 

(1) Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan di bawah 
Dewan Dlreksi ditetapkan oleh Dewan Oireksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang·undangan. 

(2) Karyawan lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi 
Pemerintah Kabupaten Bekasi berasal dari Pegawai Negeri Sipil 
diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(3) Karyawan lembaga Penylaran Pubfik Lokal Radio dan Televisi 
Pernenntah Kabupaten Bekasi yang berasal bukan ciari Pegawa, 
Negerl Sipil diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja. 
, ------- ( 4} P.ersyararan, kedudukan, hak dan kewajiban Karyawan Lembaga 

Penyiaran Publik Lokal Radio clan Televisl Pemerintah Kabupaten 
8ekasi sebagaimana dimaksud adalam ayat (2) dan ayat (3) diatur 
berdasarl<an ketentuan peraturan perundang-undangan ya,-.g be.-taku 
dan keputusan dewan direksi. 

- 

(7) Selama rencana pemb6"",a-11an sebaga ma<ia dimaksud pada 
avat (5) masi~. oa.em proses. anggota dewan d,ceksi yang 
bersanqkutan cecet melanJu:1<2'1 ~snya. 

(8) Jika datarn jangka waktu 2 (dua) bulan terh,tung sejak tanggal 
penyampaian pembelean d,ri sebagaimana dimaksud pada 
ayat {S), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian 
anggota oewan direksi tersbut, maka rencana pemberhennan 
tersebut batal. 

{9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi betakhir dengan 
dikeluarkannya keputusan pembementian oleh Dewan Pengawas. 

(lO) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani l)e!OOrikQan 
di tingkat peny!dikan karena disangka me!akukan tindak pidana, 
diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan 
tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat 
melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. 

(11) Apabila salah satu anggota Dewan Oireksi berhalangan lldak tetap, 
kekosongan jabatan tersebut diisi ofeh anggota Dewan Direksi lainnya 
yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas. 

(12) Jika anggota Dewan Direksi bementi atau diberhentikan, jabatan 
pengganti antarwaktu diisi sesual dengan ketentuan tentang 
pengangkatan dewan direksi. 



Pasal 25 

Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemenntah 
Kabupaten Bekasi merupakan kekayaan daerah yang tidak d1piSahkan, 
yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ber1aku dan dimanfaatkan umuk mendanai 
kegiatan operasional. 

Bagian Pertama 
Kekayaan 

- BASVID 
KEKAYAAN DAN PEMSIAYAAN 

• 

Pasal 24 

(I) Oafam metaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan di lingkungan 
Lembaga Penyiaran Publik LOkal Radio dan Televisi Pemenn(llh 
Kabupaten Bekasl wajlb menerapkan prinsip koordinasl, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi Lembaga Penyiaran Pulllik Lokal Radio dan Televisi 
serta dengan instansi atau pihak lam sesuai dengan tugas 
masing-masing. 

(2) Setiap plmpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran 
Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi 
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinastkan bawahanoya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagl 
peleksanaen tugas bawahannya. 

(3) Setiap Pimpinan unit organisasi di lingkungan U.mbaga Penyia"'n 
Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bei<asi wajib 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada 
atasan serta menyampalkan laporan berkala atau sewaktu-waktu. 

( 4) Setiap taooran yang diterima Pimpinan unit organisasi wajib d1olah 
untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, balk 
untuk keperfuan penyempurnaan kebijakan maupun untuk 
memberlkan arahan lebih lanjut kepada bawahan. 

(5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan 
apabila terjadi penylmpangan, mengambll langkah yang dlperfukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal23 

(1) Pengelolaan Ler:ibaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi 
Pemerintah Kabupa:e~ Bekasl dilakukan oleh Dewan Oireksi secara 
ko!egial. 

(2) Pengambilan keputusan dilakukan mefatui rapat Oel'ian Direksi dan 
ditetapkan oleh Olrektur Utama. 



Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun 
angaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah 
Kabupaten Bekasi wajib memberikan laporan keuangan sesuai clengan 
ketentuan peraturan perundang·undangan yang berlaku. 

Pasal 29 

(2) Bentuk, iSi, dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran 
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah 
Kabupaten Bekasl wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja 
dan anggaran jangka menengah yang disampaikan kepada Bupati 
dengan tembusan DPRD. 

-- 
Pasal 28 

BAB IX 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (I) digunakan 
secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkati<an mutu 
siaran, meningkatkan layanan kepada masyaral<ct, clan kesejanteraan 
karyawan Lembaga Penyiaran Publik LoJ<al Radio dan Televis, Pemerintah 
Kabupaten Bekasi. 

Pasal 27 

Pasal26 
(1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi; 
b. Siaran iklan; 
c. Sumbangan masyarakat; 
d. Kerjasama dengan pihak ketiga; dan 
e. Usaha lain yang sah dan te<kait dengan penyelenggaraan 

penyiaran. 

(2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e 
merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara 
transparan untuk membaiayai Lembaga Penyiaran Publik lokal Radio 
dan Televisi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang·undangan yang berfaku. 

(3) Setiap ak/lir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publii< Lol<al Radio 
dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bek2si wajib membuat laporan 
keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan 
secara transparan. 

Bagian Kedua 
Pembiayaan 



(!) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Lembaga Penyiaran 
Publik Lok.al Radio dan Televisi Pemerintah Kabufxlten Bekasl yang 
menggunakan dana langsung dari anggaran pendapaton can bi:lonJo 
daerah dilaksanakan sesuai dengar. ketentua~ peraruran 
perundang·undangan yang berlaku. 

(2) Pengadaan barang dan jasa untuk Lembaga Penyiaran P\Jblik lol<al 
R.?dio dan Televisl Pemerintah Kabupaten BekaSi yang berasat bukan 
dart anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundar,g-ur.dangan yang berlaku. 

-- 
Pasal 31 

(5) Laporan keuangan paling sedikit memuat : 

a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhmmgan 
penerlmaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan 
kekayan; dan 

b. Gaji dan runjangan lain bagi anggota dewan pengawas, ,mggota 
dewan direksl dan seluruh karyawan Lembaga Penyiaran Pubfik 
Lokal Radio dan Tefevisi Pemerintah xaoopeten Bekasi. 

taporan tahunan dan laporan berl<ala pallng sedikit memuat : 
a. Laporan mengenal pelaksanaan rencana kerja sesta hasil yang 

telah dlcapai; 

b. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan rencana kerja; J 
dan 

c. Nama anggota Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan seluruh 
keryawan lembaga Penyiaran Publik lokal Radio oan Televlsl 
Pemerintah xaoupaten Bekasi. 

(4) 

(3) 

Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal R.?dio dan Televisl 
Pemerlntah Kabupaten Bekasi adalah tahun anggaran. 

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemenntah 
Kabupaten Bekasl wajib membuat laporan tahunan, taporan berl<ala 
dan laporan keuangan. 

(2) 

Dewan Oireksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyefenggaraan 
penylaran, baik ke dalam rnaupun ke luar lembaga. 

(!) 

Pas.,I 30 

SABX / 
PERTANC..Q.INGJAW.4.SAN V 



• 

Oitetapkan di Okarang Pusat 
pada tanggal 4 Juni 2014 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Peraturan Bupati inl mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Bekasi. 


